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PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sor

N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang
diajukan oleh:

Ai Hendrawati binti Didi Sutardi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung
Legok Janen RT. 005 RW. 011 Desa Sindangpanon Kecamatan
Banjaran Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Bakti Firmansyah, S.H, Advokat, yang
beralamat di Jalan Soreang K.17. Desa Cingcin, Soreang,
Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 2 Januari 2019, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ayah anak Pemohon, kakek dan nenek
calon suami anak Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di register Kepaniteraan
Pengadilan Agama Soreang Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 06 Januari
2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama
Rena Mariana binti Ade Sukarno, lahir di Bandung, 30 September 2004 (15
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tahun), agama Islam, Pekerjaan -, tempat kediaman di Kampung Legok
Janen RT. 005 RW. 011 Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran
Kabupaten Bandung, dengan seorang laki-laki yang bernama Asep
Jaenudin Bin Endang, lahir di Bandung 31 Juli 1999 (20 tahun), alamat di
Kampung Ciburuy RT. 002 RW. 005 Desa Mekar Jaya Kecamatan Arjasari
kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran
Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang
belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang
mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan
antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas)
tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Baleendah No0.364/KUA.10.04/PW.01/12/2019 tertanggal 27
Desember 2019). Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap
dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya
sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta
menghindarkan dari kemadlaratan yang berkelanjutan, maka keduanya harus
segera dinikahkan agar sah secara hukum;

3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan perkawinan;

4, Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana
perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas
berlangsungnya perkawinan tersebut;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon
mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia
Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua
Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
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berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya
memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Rena Mariana

binti Ade Sukarno) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Asep
Jaenudin bin Endang);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;
Atau :
Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhomat
Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di
dampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagai orang tua calon
mempelai perempuan, kakek dan nenek calon suami anak Pemohon, calon
mempelai perempuan dan calon mempelai laki- perihal risiko perkawinan bagi
anak, yaitu mengenai:

a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,

b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
¢) belum siapnya organ reproduksi anak,

d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan

e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal
06 Januari 2020 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan

dalil-dalil dalam surat permohonannya
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Bahwa, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon yang diwakili oleh
kakek dan neneknya karena kedua orangtua Calon suami bekerja di luar negeri
dan sejak kecil sudah ikut bersama kakek dan neneknya, telah didengar
keterangannya, dimana kakek dari calon suami anak Pemohon bernama:
Endang bin Sudia, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar cucu Pemberi Keterangan bernama Asep
Jaenudin bin Endang akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan
bernama nama Rena Mariana binti Ade Sukarno;

- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan
akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon
mempelai sendiri;

- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan
untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;

- Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai
perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara akitif
membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan
harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, nenek dari calon suami anak Pemohon telah didengar
keterangannya, dimana ia bernama: Itang bin Enjom, di bawah janjinya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar cucu Pemberi Keterangan bernama Asep
Jaenudin bin Endang akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan
bernama Rena Mariana binti Ade Sukarno;

- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan
akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon
mempelai sendiri;

- Tidak ada pihak yang memaksa pemberi Keterangan
untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;

- Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai

perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
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- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara akiif
membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan
harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana
calon mempelai perempuan bernama: Rena Mariana binti Ade Sukarno, di
bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari
Pemohon;

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad
pernikahan dengan laki-laki bernama Asep Jaenudin bin Endang;

- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan
untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah
adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-
laki tersebut sudah lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu dan semakin erat,
bahkan sekarang sudah hamil 5 bulan akibat hubungan dengan Asep
Jaenuddin, di samping itu Pemberi Keterangan sudah lama putus sekolah;

- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan
kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika
menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta
memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang
telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya
maksimal menunaikannya dengan baik;

- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;

- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi
Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk
berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama: Asep Jaenudin bin Endang, di
bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad

pernikahan dengan anak kandung Pemohon;
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- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan
untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah
adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai
perempuan tersebut sudah lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu dan sudah
semakin erat, bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil akibat
perbuatan saya;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya,
mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut
jika menikabh;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejaka;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi
Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon

telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung,
yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
3. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh
Kepala Sekolah SMP Yastrib, Kabupaten Bandung yang telah bermeterai
cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak
Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-
nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian
diberi tanda P.4;
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5. Fotokopi ijazah atas nama calon suami anak Pemohon yang
dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negri Ciirateun, Kecamatan Arjasari,
Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat keterangan kontrol kehamilan atas nama anak
Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Santi Am.Keb yang telah bermeterai
cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:
1. Undang bin Ara, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
o Saksi adalah tetangga Pemohon;
J Saksi kenal dengan Rena Mariana binti Ade Sukarno,

yaitu anak kandung Pemohon;

o Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah
lagi;
o Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa melakukan

pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak
dan mencuci pakaian;
o Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu
sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab, bahkan sekarang calon
mempelai sudah hamil;
o Anak Pemohon berstatus perawan, sedang status calon
mempelai laki-laki jejaka;
o Anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut
tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan
nasab, semenda atau sesusuan;

2. Agus Sapaat bin Uyu, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

o Saksi adalah Tetangga calon suami anak Pemohon;
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o Saksi kenal dengan Rena Mariana binti Ade Sukarno,

yaitu anak kandung Pemohon

o Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah
lagi;
o Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa melakukan

pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak
dan mencuci pakaian;

o Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu
sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab bahkan sekarang calon
isteri yaitu anak Pemohon sudah hamil;

o Anak Pemohon berstatus perawan, sedang status calon
mempelai laki-laki jejaka;

o Anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut
tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan
nasab, semenda atau sesusuan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan
permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6, (yang telah memenuhi
persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah
ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,
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terbukti Pemohon mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan
permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan
dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa
di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana
disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah dispensasi nikah, maka Majelis
Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pihak yang mengajukan perkara ini hanya
Ibu dari calon mempelai saja, namun karena suami Pemohon telah di dengar
keterangannya di persidangan, maka Hakim berpendapat substansi Pasal 6 ayat
(1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini
dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua
belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam
Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah
terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon
mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki dalam hal ini diwakili
kakek neneknya karena kedua orang tua bekerja di luar negeri dan kedua calon
mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan
berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib
belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi,
social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan
dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a)
anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan
dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin,
dan d) orang tua/wali calon suamifistri, maka ketentuan dalam Pasal 13
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan
akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab
terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya
ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan
dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bermaksud
melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Asep Jaenudin bin
Endang namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara
di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, apalagi kondisi calon
mempelai perempuan sudah hamil, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan
melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak
kandung Pemohon di beri dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 s/d P.6 serta alat bukti
saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.6, yang diajukan
Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut
merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti,
telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat
bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat
bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil
permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan
demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan
dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
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Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah
sempurna (volledig), mengikat (bindende) dan menentukan (beslisende);
Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon
telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir didampingi
kuasa hukumnya di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara
hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah
memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan
dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang
satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah
memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 170-171
HIR;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan saksi- saksi di

persidangan tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

. Bahwa Pemohon bernama Ai Hendrawati binti Didi

Sutardi dan beragama Islam;

. Bahwa Rena Mariana binti Ade Sukarno merupakan

anak kandung Pemohon dengan Ade Sukarno yang lahir pada 20

September 2004 (umur 15 tahun 4 bulan) dan beragama Islam;

. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Asep

Jaenudin bin Endang dan beragama Islam lahir 31 Juli 1999 (umur 20 tahun

6 bulan);

. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak
sekolah lagi;

. Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa bekerja

sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
. Bahwa bentuk hubungan keduanya sekarang sudah
lama berpacaran dan sudah sangat akrab dan intim, bahkan calon isteri

sudah hamil 5 bulan ;
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o Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai
hubungan mahram al-nikabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii permohonan Pemohon
dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan
dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi
pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah
diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat
melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19
tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat
jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri,
di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat
perempuan dewasa sudah bisa mengerjakan pekerjaan layaknya seorang isteri,
di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat apalagi anak
Pemohon sudah hamil 5 bulan akibat hubungan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada
pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup.
Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan
sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa
harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti
pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia
mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari
tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan
tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat
(3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka
yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya
berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan
moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan
dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
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1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami
bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai
perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh
dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat
bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
penjelasan pasalnya tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan-  pertimbangan
sebagaimana tersebut diatas permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya
dipandang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadahnya, sesuai kaidah
fighiyyah:
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Artinya: Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan maka yang patut diambil
adalah yang paling kecil nilai mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii permohonan Pemohon,
dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat
cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat
dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar

penetapan ini;
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Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-

dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon Ai Hendrawati

binti Didi Sutardi untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Rena Mariana
binti Ade Sukarno) dengan calon suaminya bernama (Asep Jaenudin bin
Endang) ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon  sejumlah
Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada
Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil
Awwal 1441 Hijriyah, oleh Muhammad Taufig Rahmani, S.Ag. sebagai Hakim
tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Yeni
Elawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan
Pemohon Il

Hakim

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp. -

4. PNBP Kuasa : Rp. 10.000,00
5. Redaksi . Rp. 10.000,00
6. Meterai : _Rp. 6.000,00
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Jumlah . Rp. 106.000,00
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